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RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR ..... TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS TERINTEGRASI 
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN YANG WAJIB MEMBENTUK PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

SATUAN KERJA/INSTANSI: (HARAP ISI ASAL SATUAN KERJA/INSTANSI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

	Draft Peraturan
	Tanggapan
	Usulan Perubahan

	Batang Tubuh
	Penjelasan
	
	

	Menimbang: 
a. bahwa untuk menciptakan Konglomerasi Keuangan yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional, Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan perlu memiliki likuiditas yang kuat dan memadai;
b. aspek likuiditas pada Lembaga Jasa Keuangan yang kuat dan terjaga dapat mewujudkan pertumbuhan Industri Jasa Keuangan yang stabil, aman, dan berkelanjutan. Sedangkan, kegagalan dalam mengelola risiko likuiditas dapat mengganggu operasional Lembaga Jasa Keuangan, kehilangan kepercayaan Industri Jasa Keuangan dan publik, serta berdampak pada Lembaga Jasa Keuangan baik di dalam maupun di luar Konglomerasi keuangan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Risiko Likuiditas Bagi Konglomerasi Keuangan yang Wajib Membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
	Untuk mendukung penguatan aturan terkait dengan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, OJK telah menerbitkan peraturan mengenai Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, dimana terdapat perubahan pendekatan pengawasan konglomerasi keuangan di Indonesia, yang semula dilakukan terhadap entitas utama menjadi dilakukan terhadap Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas konglomerasi keuangan.

PIKK memiliki kewajiban antara lain menjalankan prinsip kehatian-hatian termasuk tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko konglomerasi keuangan, salah satunya adalah risiko likuiditas yaitu risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari konglomerasi keuangan tersebut. 

PIKK juga diminta untuk bertanggung jawab terhadap penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan anggota konglomerasi keuangan serta menjaga keberlangsungan usaha anggota konglomerasi keuangan, antara lain penyediaan modal dan likuiditas untuk mendukung anggota konglomerasi keuangan dalam hal diperlukan, serta mendukung rencana aksi pemulihan dan rencana resolusi anggota konglomerasi keuangan.

Kegagalan mengelola risiko likuiditas dalam suatu konglomerasi keuangan dapat mengganggu kelangsungan operasional bisnis, kehilangan kepercayaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan publik, serta dapat berdampak terhadap LJK lain baik di dalam konglomerasi keuangan maupun di luar konglomerasi keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan risiko likuiditas bagi Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK dalam rangka mewujudkan pertumbuhan industri jasa keuangan yang stabil, aman dan berkelanjutan.
	
	

	Mengingat:
	
	
	

	a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
	
	
	

	b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
	
	
	

	
	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	
	

	Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN YANG WAJIB MEMBENTUK PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

	
	
	

	
	
	
	

	BAB I
	
	
	

	KETENTUAN UMUM
	
	
	

	Pasal 1
	Pasal 1 
	
	

	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
	Cukup jelas.
	
	

	1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
	
	
	

	2. Lembaga Jasa Keuangan Aset Keuangan Digital adalah lembaga jasa keuangan aset kripto  dan lembaga jasa keuangan aset keuangan digital selain aset kripto.
	
	
	

	3. Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor aset keuangan digital khusus terkait aset kripto.
	
	
	

	4. Lembaga Jasa Keuangan Aset Keuangan Digital selain Aset Kripto adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor aset keuangan digital selain aset kripto. 
	
	
	

	5. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
	
	
	

	6. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Financial Holding Company) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
	
	
	

	7. Konglomerasi Keuangan yang Wajib Membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan yang selanjutnya disingkat KK Wajib PIKK adalah Konglomerasi Keuangan yang telah memenuhi syarat untuk membentuk PIKK sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konglomerasi Keuangan.
	
	
	

	8. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
	
	
	

	9. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB II
	
	
	

	PEMENUHAN KECUKUPAN LIKUIDITAS
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 2
	Pasal 2  
	
	

	(1) PIKK wajib memantau dan menjaga kecukupan likuiditas yang memadai bagi PIKK dan seluruh anggota Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan baik dalam kondisi normal maupun dalam periode tekanan.
	Ayat (1) 
Pemantauan kondisi dan kecukupan likuiditas  dilakukan  dengan menggunakan indikator tertentu, antara lain melalui penyusunan metric maturity mismatch secara kontraktual, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar pada setiap rentang waktu serta potensi kebutuhan likuiditas PIKK dan KK Wajib PIKK. 
	
	· 

	(2) Pemeliharaan kecukupan likuiditas terhadap LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai likuiditas LJK pada masing-masing sektor jasa keuangan, kecuali diatur lebih ketat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.


	Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan PIKK Operasional yaitu badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang selain melakukan kegiatan sebagai PIKK juga melakukan kegiatan sebagai LJK.
Perhitungan pemenuhan rasio kecukupan likuiditas bagi Bank sebagai PIKK Operasional dilakukan secara konsolidasi dengan entitas yang berdasarkan standar akuntansi keuangan wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.

Pemeliharaan kecukupan likuiditas terhadap LJK dan Lembaga Jasa Keuangan Aset Keuangan Digital yang bertindak sebagai PIKK Operasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai likuiditas LJK pada masing-masing sektor jasa keuangan misalnya  untuk Bank yang bertindak sebagai PIKK Operasional, pemeliharaan kecukupan likuiditas  mengacu pada kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) dan kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (net stable funding ratio). 
Jika diperlukan, OJK dapat menetapkan threshold minimum kecukupan likuiditas bagi KK Wajib PIKK dalam ketentuan pelaksana Peraturan OJK ini.
	
	

	(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Konglomerasi Keuangan menghadapi risiko yang membutuhkan penyediaan likuiditas lebih besar, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tingkat kecukupan likuiditas yang lebih besar. 
	Ayat (3) 
Risiko yang membutuhkan penyediaan likuiditas lebih besar antara lain risiko material yang berasal dari struktur grup, penurunan kualitas dan nilai aset yang tersedia, peningkatan kebutuhan arus kas keluar, dan tingginya konsentrasi sumber pendanaan, serta kondisi perekonomian dan volatilitas pasar yang berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas secara signifikan.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 3
	Pasal 3
	
	

	(1) Dalam hal terdapat tekanan yang memengaruhi pemenuhan kecukupan likuiditas pada PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan dan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan Wajib PIKK, PIKK wajib menginformasikan kepada OJK sejak diketahui tidak dipenuhinya target likuiditas.
	Ayat (1) 
Tekanan yang memengaruhi kecukupan likuiditas antara lain penurunan kondisi keuangan atau kinerja operasional secara signifikan, tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, dan menimbulkan risiko pada stabilitas pasar.

	
	

	(2) Dalam hal terdapat kondisi tekanan likuiditas sebagaimana dimaksud ayat (1), PIKK wajib:
	Ayat (2) 

	
	

	a. menganalisis kondisi likuiditas PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan yang paling sedikit meliputi:
	Huruf a 
Cukup jelas.

	
	

	1. [bookmark: OLE_LINK1]alasan atau faktor yang berpotensi atau menyebabkan terjadinya kondisi tekanan likuiditas yang memengaruhi pemenuhan kecukupan likuiditas pada PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan dan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan Wajib PIKK.
	
	
	

	2. langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas; dan
	
	
	

	3. jangka waktu stres likuiditas yang diperkirakan oleh PIKK berdasarkan hasil stress test kondisi likuiditas terhadap PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan;
	
	
	

	b. menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan informasi lebih lanjut terkait kondisi likuiditas PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
	Huruf b 
Cukup jelas.

	
	

	c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas.
	Huruf c 
Langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas antara lain meliputi: 
1) pengurangan eksposur PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan terhadap risiko likuiditas;
2) penguatan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas KK Wajib PIKK; dan/atau
3) penyempurnaan rencana pendanaan darurat (contingency funding plan) oleh PIKK.
	
	

	(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta PIKK menyampaikan realisasi atas rencana langkah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beserta dokumen pendukungnya.
	Ayat (3) 
Cukup jelas.

	
	

	
	
	
	

	Pasal 4
	Pasal 4
	
	

	Dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PSP dan/atau PSPT berkomitmen menyediakan dukungan likuiditas yang dibutuhkan baik bagi PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.
	Komitmen  PSP dan/atau PSPT memberikan dukungan likuiditas dituangkan secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

	
	

	
	
	
	

	BAB III
	
	
	

	PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 5
	Pasal 5
	
	

	(1) PIKK wajib melakukan pengelolaan risiko likuiditas Konglomerasi Keuangan Wajib PIKK secara efektif, sejalan dengan tingkat risiko dan toleransi risiko yang ditetapkan.
	Ayat (1) 
Pengelolaan risiko likuiditas dan program pendanaan KK Wajib PIKK juga mempertimbangkan kegiatan pinjaman, penyaluran dana, penghimpunan dana, investasi, dan kegiatan lainnya.
Dalam menyusun pedoman/manajemen risiko likuditas, perlu mempertimbangkan kondisi apabila PIKK telah melakukan kegiatan usaha di bidang aset digital.
	
	

	(2) Penerapan pengelolaan risiko likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit: 
	Ayat (2) 
Cukup jelas.
	
	

	a. pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris;
	
	
	

	b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
	
	
	

	c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko likuiditas secara terintegrasi, dan sistem informasi; dan
	
	
	

	d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan pengelolaan risiko likuiditas.
	
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 1
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 6
	Pasal 6
	
	

	(1) Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan pengelolaan risiko likuiditas KK Wajib PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha KK Wajib PIKK.
	Ayat (1) 
Cukup jelas.
	
	

	(2) Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
	Ayat (2) 

	
	

	a. menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan risiko likuiditas secara terintegrasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha dan tingkat risiko; dan
	Cakupan kebijakan dan strategi terkait pengelolaan risiko paling sedikit mencakup
a. kerangka tata kelola risiko likuiditas;
b. cakupan entitas dalam perhitungan dan proses identifikasi risiko atas transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak;
c. pendekatan dalam pengukuran kecukupan likuiditas, termasuk definisi kecukupan likuiditas dan kerangka stress test;
d. dokumentasi internal dalam melakukan asesmen likuiditas; dan
e. penjaminan kualitas (quality assurance) stress test, terutama terkait input pada asesmen kecukupan likuiditas, termasuk adanya validasi internal, baik dari sisi data, model dan asumsi yang digunakan, dan hasil stress test.

Cakupan kebijakan juga termasuk menyetujui hasil stress test yang telah dilakukan dan melakukan evaluasi serta kaji ulang atas stress test secara berkala.
	
	

	b. mengevaluasi hasil stress test risiko likuiditas dan menyusun langkah-langkah perbaikan.
	
	
	-

	(3) Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
	Ayat (3) 
Cukup jelas.
	
	

	a. mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan risiko likuiditas Konglomerasi Keuangan Wajib PIKK;
	
	
	

	b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan risiko likuiditas KK Wajib PIKK oleh Direksi PIKK.
	
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 2
Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
	
	
	

	Pasal 7
	Pasal 7
	
	

	(1) PIKK wajib memiliki strategi pengelolaan risiko likuiditas KK Wajib PIKK yang paling sedikit mencakup:
	Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” yaitu Risiko akibat ketidakmampuan KK Wajib PIKK untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari KK Wajib PIKK tersebut.

Risiko likuiditas pada dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakmampuan dana pensiun menyediakan aset untuk mendanai liabilitas akibat ketidakcukupan penetapan iuran.
	
	

	a. strategi pendanaan;
	
	
	

	a. strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas intrahari; dan
	
	
	

	b. manajemen posisi dan risiko likuiditas intragroup.
	
	
	

	(2) PIKK wajib memiliki pedoman pengelolaan risiko likuditas pada KK Wajib PIKK, yang paling sedikit mencakup:
	Ayat (2) 

	
	

	a. penetapan limit risiko likuiditas;
	Huruf a 
Penetapan limit risiko likuiditas mencakup antara lain:
1. komposisi aset dan kewajiban;
2. tingkat aset likuid yang harus dipelihara; dan
3. diversifikasi dan stabilitas kewajiban.
	
	

	b. proses identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas;
	Huruf b
Cukup jelas.
	
	

	c. akses kepada sumber-sumber pendanaan;
	Huruf c 
Cukup jelas.
	
	

	d. rencana pendanaan darurat (Contingency Funding Plan) yang mencakup rencana tindak PIKK pada situasi krisis likuiditas dan metode yang digunakan untuk memperoleh pendanaan pada situasi krisis pendanaan.
	Huruf d 
Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 8
	Pasal 8
	
	

	PIKK wajib melakukan kaji ulang pedoman pengelolaan risiko likuiditas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko likuiditas.



	
	Pelaksanaan kaji ulang terhadap pedoman dapat dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan, dan perkembangan PIKK dan KK Wajib PIKK.
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 3
Identifikasi, penilaian risiko likuiditas, dan sistem informasi
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 9
	Pasal 9
	
	

	Dalam menerapkan pengelolaan risiko likuditas KK Wajib PIKK, PIKK wajib: 
	
	
	

	a. mengidentifikasi dan memitigasi potensi hambatan dalam melakukan perpindahan dana dan/atau likuditas dari satu entitas kepada entitas lain dalam KK Wajib PIKK; dan
	Huruf a
Hambatan yang dimaksud termasuk hambatan keuangan, hambatan hukum dan regulasi, hambatan operasional, dan hambatan lainnya yang dapat menganggu perpindahan dana antar entitas.
	
	

	b. mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait likuiditas di PIKK dan anggota KK.
	Huruf b
Risiko terkait likuiditas di PIKK dan anggota KK antara lain risiko terkait likuiditas intrahari, risiko terkait currency mismatch, risiko terkait pendanaan termasuk akibat konsentrasi sumber pendanaan, ketergantungan terhadap pendanaan intra-grup, risiko penularan dalam KK Wajib PIKK,  risiko terkait mismatch jangka waktu, dan risiko dari aset yang tidak likuid.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 10
	Pasal 10
	
	

	(1) PIKK wajib melakukan penilaian profil risiko likuiditas KK Wajib PIKK yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko terintegrasi bagi KK Wajib PIKK.
	Ayat (1) 
Penilaian profil risiko likuditas KK Wajib PIKK termasuk dalam cakupan laporan profil risiko terintegrasi bagi KK Wajib PIKK sebagaimana ketentuan OJK mengenai manajemen risiko terintegrasi bagi KK Wajib PIKK dan pelaporan PIKK.
	
	

	(2) PIKK memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi risiko likuiditas KK Wajib PIKK secara tepat waktu dan komprehensif. 
	Ayat (2) 
Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam melakukan penilaian risiko likuiditas KK Wajib PIKK, PIKK wajib melakukan stress test.
	Ayat (3) 
Cukup jelas.
	
	

	(4) Stress test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit melalui mekanisme:
	Ayat (4) 
Cukup jelas.
	
	

	a. stress test menggambarkan kemampuan PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis, yang didasarkan pada berbagai skenario;
	
	
	

	b. cakupan dan frekuensi stress test disesuaikan dengan skala, kompleksitas usaha, dan eksposur risiko likuiditas KK Wajib PIKK;
	
	
	

	c. PIKK mengembangkan asumsi-asumsi stress test untuk skenario spesifik pada KK Wajib PIKK maupun skenario pasar;
	
	
	

	d. asumsi-asumsi yang digunakan dapat diterima kewajarannya; dan
	
	
	

	e. pelaksanaan stress test didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	
	
	

	(5) PIKK melakukan tindak lanjut atas hasil stress test sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi:
	Ayat (5) 
Cukup jelas
	
	

	a. penyesuaian kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;
	
	
	

	b. penyesuaian komposisi likuiditas aset dan/atau kewajiban;
	
	
	

	c. pengembangan dan penyempurnaan rencana pendanaan darurat; dan/atau
	
	
	

	d. peninjauan penetapan limit.

	
	
	

	(6) PIKK melaporkan hasil stress test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tindak lanjut atas stress test sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui laporan profil risiko terintegrasi bagi KK Wajib PIKK.
	Ayat (6) 
Laporan profil risiko terintegrasi bagi KK Wajib PIKK sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan KK dan PIKK serta ketentuan mengenai manajemen risiko terintegrasi bagi KK Wajib PIKK. 
Hasil stress test yang dilaporkan dalam laporan profil risiko terintegrasi merupakan hasil stress test yang dilakukan oleh PIKK sesuai dengan periode Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 11
	Pasal 11
	
	

	(1) PIKK wajib memiliki sistem informasi manajemen pengelolaan risiko likuiditas yang memadai untuk pemantauan, pengukuran, dan pelaporan risiko likuiditas KK Wajib PIKK secara terintegrasi.

	Ayat (1) 
Sistem informasi manajemen pengelolaan risiko likuiditas KK Wajib PIKK merupakan sistem informasi manajemen untuk pemantauan dan pelaporan risiko likuiditas KK Wajib PIKK secara keseluruhan dan terintegrasi, yang menghasilkan informasi antara lain mengenai : 
1. eksposur risiko; 
2. kepatuhan pelaksanaan pengelolaan risiko likuiditas dibandingkan dengan kebijakan dan pedoman yang disusun; dan 
3. kepatuhan terhadap penetapan limit.
	
	

	(2) Dalam hal PIKK telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang telah mencakup sistem informasi manajemen pengelolaan risiko likuiditas, tidak perlu disusun sistem informasi manajemen pengelolaan risiko likuiditas secara terpisah.
	Ayat (2) 
Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Paragraf 4
Pengendalian intern risiko likuiditas
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 12
	Pasal 12
	
	

	PIKK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan keandalan penerapan pengelolaan risiko likuiditas KK Wajib PIKK.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 13
	Pasal 13
	
	

	(1) Penerapan manajemen risiko likuiditas harus dikaji ulang secara berkala oleh Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT). 
	Kaji  ulang dapat dilakukan 1 (satu) tahun  sekali.
	
	

	(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
a. Efektivitas strategi likuiditas yang dijalankan oleh PIKK; 
b. Keandalan data pelaporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB IV
	
	
	

	PELAPORAN
	
	
	

	Pasal 14
	Pasal 14
	
	

	(1) PIKK wajib menyusun laporan penilaian profil risiko likuiditas bagi KK Wajib PIKK yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan PIKK serta ketentuan mengenai manajemen risiko terintegrasi bagi PIKK.

	Ayat (1)
Laporan profil risiko terintegrasi dilaporkan secara semesteran untuk posisi akhir Juni dan Desember sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko terintegrasi bagi PIKK.
	
	

	(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta PIKK menyampaikan laporan lainnya terkait PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan secara insidental.
	Ayat (2)
Laporan insidental antara lain berupa laporan analisis atas kondisi likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, laporan kondisi likuiditas grup yang lebih luas jika Konglomerasi Keuangan merupakan bagian dari grup yang lebih luas (wider group) 
	
	

	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu, cakupan, format dan tata cara penyusunan laporan berkala dan laporan insidental PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan PIKK.
	Ayat (3)
Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	SANKSI
	
	
	

	Pasal 15
	Pasal 15
	
	

	(1) PIKK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,  Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
	Cukup jelas.
	
	

	a. peringatan tertulis;
	
	
	

	b. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
	
	
	

	c. larangan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu;

	
	
	

	d. larangan melakukan kegiatan usaha baru;
	
	
	

	e. penurunan penilaian profil risiko likuiditas
	
	
	

	f. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK.
	
	
	

	(2) PIKK yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan yang diwajibkan untuk disampaikan dalam ketentuan ini dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
	
	
	

	(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
	
	
	

	
	
	
	

	BAB VI
	
	
	

	KETENTUAN LAIN-LAIN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 16
	Pasal 16
	
	

	LJK yang menjadi PIKK Operasional wajib memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan kewajiban sebagaimana ketentuan pemenuhan likuiditas secara konsolidasi yang berlaku di sektoral.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 17
	Pasal 17
	
	

	Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
	Pertimbangan tertentu antara lain untuk: 
a. menjaga kepentingan publik; 
b. menjaga stabilitas sektor keuangan;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.
	
	

	
	
	
	

	BAB VII
	
	
	

	KETENTUAN PENUTUP
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 18
	Pasal 18
	
	

	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
	
	
	

	
	
	
	

	Ditetapkan di Jakarta
	
	
	

	pada tanggal xx xxx 2026
	
	
	

	
	
	
	

	KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
	
	
	

	
	
	
	

	FRIDERICA WIDYASARI DEWI
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